Menimbang

Mengingat

BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG
JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai
peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan
bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan
dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah
agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan
antar daerah serta membentuk struktur ruang dalam rangka
mewujudkan sasaran pembangunan secara
berkesinambungan;

bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana
mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban
menyelenggarakan jalan agar dalam pelaksanannya dapat
berdaya guna dan berhasil guna sehingga di dalamnya
diperlukan keterlibatan masyarakat;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan serta dalam rangka memberikan
payung hukum  sebagai pedoman dalam rangka
penyelenggaraan jalan, maka pengaturan tentang jalan
perlu diatur lebih lanjut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Jalan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
4655);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Menetapkan

dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cilacap.

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

7. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

8. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,

penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang -
undangan jalan.

9. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,
pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan
pengembangan jalan.

10. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrogaman dan penganggaran,
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan
pemeliharaan jalan.

11. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

12. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

13. Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat — pusat pertumbuhan dengan wilayah
yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

14. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan
suatu ruas jalan.

15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mencakup pengaturan jalan umum
dan jalan khusus.

BAB III
JALAN UMUM
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Penyelenggara jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan
jaringan jalan di pusat - pusat produksi serta jalan - jalan yang
menghubungkan pusat — pusat produksi dengan daerah pemasaran.



(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan
dalam rangka memperkokoh dan menjangkau daerah terpencil.
(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan :
a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama,
merata, dan seimbang; dan
b. daya guna dan hasil guna.

Pasal 4

(1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan
sebesar-besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan
mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

(2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong kearah terwujudnya
keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya dengan
mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan orientasi geografis
pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah yang dituju.

(3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di
wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhan tidak terhambat oleh
kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan
mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

(4) Dalam wusaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang,
penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan
satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 5

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokan dalam sistem
jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 6

(1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri
dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang
terjalin dalam hubungan hierarki.

(2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang
wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan /
atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pasal 7

Sistem jaringan jalan primer disusun dengan mengacu berdasarkan rencana tata

ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua

wilayah di tingkat daerah dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi

yang terwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal
sampai ke pusat kegiatan lingkungan ; dan

b. menghubungkan antar pusat kegiatan daerah.

Pasal 8

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah
kabupaten dan pelayan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam
wilayah kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi
sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke persil.
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Bagian Ketiga
Fungsi Jalan dan Persyaratan Teknis Jalan
Paragraf 1
Fungsi Jalan

Pasal 9

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi
jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan.

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem
jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan
primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer dan jalan
lingkungan primer.

Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai
jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan
lingkungan primer.

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan
sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder
dan lingkungan sekunder.

Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai
jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan
lingkungan sekunder.

Pasal 10

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan
wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan
lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan
pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan
didalam lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 11

Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan
sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder
kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua,
atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan
seterusnya sampai keperumahan.



